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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas “Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Pemanfaatan Tanah Milik PT. KAI oleh Masyarakat Kecamatan 

Padang Timur”. Hak milik merupakan hak yang sempurna, orang yang 

mempunyai hak milik boleh menggunakan atau mengalihkan 

kepemilikannya. Bagi yang menggunakan hak milik orang lain harus 

mendapat izin dari pemiliknya. Masyarakat yang berada di Kecamatan 

Padang Timur memanfaatkan tanah milik PT. KAI ada yang tidak 

memiliki izin, maka timbullah permasalahannya bagaimana kedudukan 

hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah PT. KAI. Tujuan 

penelitian ini adalah; mengetahui alasan masyarakat memanfaatkan 

tanah milik PT. KAI, mengetahui tata cara mengajukan permohonan sewa 

aset PT. KAI dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masyarakat 

yang memanfaatkan tanah milik PT. KAI.  Penelitian ini berbentuk 

penelitian hukum sosiologis yang berfungsi untuk melihat hukum 

dikehidupan masyarakat. Penelitian ini juga merupakan penelitian 

lapangan, untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik dengan 

melakukan wawancara dengan masyarakat dan pihak PT. KAI. Untuk 

menghimpun, menganalisa, menyimpulkan dan menginterpretasi data 

digunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif untuk 

menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam menetapkan 

hukumnya penulis merujuk kepada al-Qur’an, as-Sunnah, kaidah fikih 

dan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diteliti. Berdasarkan permasalahan yang diteliti disimpulkan bahwa 

alasan masyarakat memanfaatkan tanah milik PT KAI adalah untuk 

mendirikan bangunan, sebagai lahan perkebunan, dan karena tanahnya 

berdekatan dengan tanah PT. KAI. Adapun proses persewaan aset bagi 

masyarakat harus memenuhi syarat dan ketentuan dari PT. KAI.  

Kedudukan hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah milik PT. 

KAI yang tidak memiliki izin adalah tidak sah karena bertentangan 

dengan syariat. Lain halnya bagi masyarakat yang memiliki izin maka hal 

itu dibolehkan karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak 

yaitu masyarakat dengan PT. KAI Kota Padang. Manfaat penelitian ini 

adalah agar masyarakat mengetahui bahwa memanfaatkan tanah milik 

PT. KAI tanpa izin itu tidak dibolehkan. Bagi masyarakat yang ingin 

memanfaatkan tanah milik PT. KAI harus melengkapi syarat dan ketentuan 

yang telah ditentukan oleh PT.  KAI, sehingga masyarakat tersebut tidak 

menjadi pengguna liar dan memiliki bukti berupa surat perjanjian. Pihak 

PT. KAI sebagai pengelola tanah tersebut harus bisa menjaga aset, supaya 

tidak menjadi milik perorangan dan kepada pemerintahan Kecamatan 

Padang Timur agar dapat memperhatikan problem yang terjadi 

dimasyarakat khususnya masyarakat yang memanfaatkan tanah milik 

PT. KAI.  


